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BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20

ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Unit Pelaksana Teknis Sckolah Dasar Negeri pada
Dinas Pendidikan,;

1.

SJ‘l

Undang-Undang Nomor 29  Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di
Sulawesi {Lembaran Negara Repubdlik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822};
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendid:ikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomeor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
tentang Guru (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4941}, :
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang  Pengelolaan  dan Penyelenggaraan
. Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia
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o _

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5105), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemq'rintah Nomor 17 ‘Tahun 2010
tentang  Pengelolaan dan  Penyelenggaraan
Pendidikan (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan -Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 teniang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomwor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679); ’
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan {Lemb&ran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5601};

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1:4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887; B




11. Feraturan Menter: Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman
Orgenisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan
dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 14G8),

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 451);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran T‘unjanéan Profesi, Tunjangan Khusus
dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri
Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 479);

14, Peraturan Daecrah Kabupaten Bpone Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

* 15. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2015
tentang Keducukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
(Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016
Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan | PERATURAN BUPAT! TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan;
- 1. Daerah adalah Kabupaten Bone.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang
memmpin  pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
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Kabupaten adalah Kabupaten Bone.

Bupati adalah Bupati Bone.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Bone.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bone.
Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pencdidikan -
Kabupaten Bone.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat
UPT adalah UPT Sckolabh Dasar Negeri pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekelah Dasar
Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub
Bagian Tata Usahs pada UPT Sekolah Dasar
Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Kelompok
Jabatan Pelaksana UPT Sekolah Dasar Negeri
pada Dinas Pendidikan kabupaten Bone,
Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok
Jabatan Fungsional UPT Sekolah Dasar Negen
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang
melaksanakan kegiatan secara fungsional sesuai
dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk uPT
Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan.
UPT sebagaimana dimaksud pada avat (i),
dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah
dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan QOrganisasi UPT, terdiri dart
2. kepala UPT sekolah;
b. kelompok jabatan fungsional/guru:
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{3)

Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum pada lampiran vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Pcra-turan Bupat ini,

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
1‘ugau. Fungsi dan Uraian Tugas Kepala UPT
Pasal 4
Kepala UPT mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas dalam  mengoordinasikandan
melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan
Sekolah Dasar Negeri.
Kepala UPT dalam  melaksanakan  tugas
scbagaimana dimaksud pada ayat (1}, mempunysai
fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan
pengelolaan Sckotah Dasar Negeri;
b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan
Sekolah Dasar Negeri; '

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar
Negeri;

pelaksanaan administrasi UPT; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olech
Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi ;

a. menvusun rencana kegiatan UPT sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT
untuk mengetahui perkembanzan
pelaksanaan tugas; '

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. 'ncnglkuu rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnva




merumuskan dan melaksanakan kebijakan
program, keuangan, umum, perlengkapan,
kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
mengoordinasikan dan melaksanakan
kebijakan teknis pengeloiaan Sekolah Dasar
Negeri;

mengoordinasikan dan melaksanakan
pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Dasar
Negery;

mengoordinasikan pelaksanaan proses
kegiatan belajar mengajar;

mengoordinasikan pelaksanaan administrasi
kegiatan belajar mengajar;

mengoordinasikan dan melaksarnakan
pembinaan gury, tenaga fungsional
kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta
membina hubungan kerjasama dan peran
serta masyarakat;

mengoordinasikan dan merumuskan
kebijakan terkait pelaksanaan administrasi
dan proses kegiatan belajar mengajar;

. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan

penyelenggaraan administrasi dan proses
kegiatan belajar'mengajar;

imengoordinasikan dan menata administrasi
ketatausahaan, kerumahtanggan, kesiswasn,
ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta
sarana dan prasarana pendukung
penyelenggaraan pendidikan;
mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan
kegiatan ekstrakurikuler;

mengoordinasikan  pelaksanaan  kegiatan
kerjasama dengan instansi terkait dan
masyarakat;

mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan
kegiatan dan bimbingan di luar jam sckolah;
mengoordinasikan dan melaksanakan
pemantaualn, pengendalian, dan evaluasi
kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar
Negeri;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi
dengan lembaga pemerintah dan lembaga non
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(2)

pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fungsi UPT:

t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara
sesuai  ketentuan peraturan perundang-
undangan,

u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
Kepala UPT dan  memberikan  saran
pertimbangan kepada atasan s¢ebagai bahan
perumusan kebijakan;

v, mengoordinasikan dan melakukan pelayanan
ketatausahaan, administrasi umum,
Kepegawaian dan keuangan; dan

w. melaksanakan tugas kedinasan jain yang
diperintahkan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Kepala UPT selain melaksanakan tugas dan fungsi

scbagaimana diatur dalam ayat (2] dan ayat (3)

juga melaksanakan tugas dan fungsi vang

berkaitan dengan urusan ketatausahaan atau
dapat menugaskan pejabat fungsional guru awau
tenaga kependidikan lainnya untuk melaksanakan
urusan ketatausahaan UPT Sekolah Dasar Negeri.

Bagian Kedua
Tugas dan Uraian Tugas
Kelompok Jabatan Fungsional

{Guru)

Pusal 5
Guru mempunyai tugas membantu Kepala UPT
melaksanakan  Kegiatan  Pembelajaran  dan
pembinaan bakat peserta didik sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
Guru dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),mempunyai fungsi :

a. melaksanakan penvusunan program
pengajaran,

b. melaksanakan penyajiar program pengajaran;

c. melaksanakan evaluasi belajar;

d. melaksanakan analisis hasil evaluasi beiajar;

e.. menyusun dan mengevaluasi proses dan hasil

belajar;




. membimbing siswa dalam kegiatan ekstra
kurikuler;

g .melaksanakan pembimbingan pada kelas vang
menjadi tanggung jawabnya,

h. melaksanakan pengembangan diri;

i, membimbing siswa dalam ekstrakurikuler;

j. sebagai pengawas ujian penilaian evaluasi
terhadap proses dan hasil belgjar tingkat
sekolah;

k. membantu kepala UPT dalam pelaksanaan
administrasi UPT; dan

l. pelaksanaan fungs: lain yang diberikan oieh
Kepala UPT terkail tugas dan fungsinya.

BABV
TATA KERJA

Pasal 6
(1) Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usaha, Jabatan
Fugsional/guru dan seluruh personil dalam UPT
’ melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta
menerapkan prinsip hierarki, kocrdinasi, kerja

sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi,
akuntabilitas, transparansi serta cfektifitas dan
efisiensi,

(2} Kepala UPT melaksanakan system pengendalian
internal di ingkungan organisasinya.

(3] Kepala UPT bertanggungawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan dan memberikan
pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahan. .

(4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas,
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
Satuan Organisasi di bawahnya.

(5) Kepala UPT dalam wmelaksanakan tugasnva
berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan
olen Kepala Dinas sesuai deéngan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan,

(6) Kepala UPT, Wakil Kepala Sekolah/Satuan
Pendidikan, Kepala Urusan Tata Usaha dan
seluruh personil dalam- lingkungan UPT wajib

T TTTETmrrere———



mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan. serta
menyampaikan laporan secara berkala dan,atau
sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada
atzsan masing-masing.

(7) Setiap laperan- yang diterima sebagaimana
dimksud pada ayat (6], diolah dan digunakan oleh
pimpinan sebagai bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis UPT.

(8) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnva,
melakukan pengawasan, pemantauan,
p&ngendaiian. dan evaluasi, serta melaksanakan
rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai
kebutuhan.

{9) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerja
sama dengan instansi pemerintah/swasta terkait,
dalam rangka meningkatkan kinerja dan
memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT,

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM
P JABATAN

Pasal 7

(1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati sesuai der:gan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2} Jabatan Fungsional/Guru diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri
Sipil vang memenuhi syarat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
Pasal 8
(1} Untuk  melaksanakan xoordinas: layanan

administrasi pada satuan pendidikan dapat
membentuk koordinator wilayah Kecamatan

(2) Koordinator wilavah kecamatan sebagaimana
dimaksud ayat 1 merupakan jabatan non
struktural yang dapat dijabat oleh pejabat
pengawas aiau Aparatur Sipil Negara lainnya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9
Pembiayaan untuk mendukung UPT dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bone dan sumber lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perﬁndang-undmgan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga.l
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bone.

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 31 ..ei 2017

-
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¥o | NAMA UPT NPSN ' ALAMAT KECAMATAN
593 | SD NEGERI 67 WAJI 20302619 | Waji | Tellu Siamtinge
594  SD NEGERI 68 LEA | 40302620 | Lea  Tellu Siattinge
595 | SD NEGERI 69 ITTERUNG 40302621 | Tokebo _ Tellu Stattinge
596 | SD NEGERI 70 LAMURUKUNG 40302623  Lamurukung | menu siattinge
507 | SD NEGERI 71 LAMURUKUNG | 20302624  JL. Pendidikan Tellu Siattinge
508 | SD NEGERI 72 LAMURUKUNG | 40302625 Amessangeng Tellu Siattinge
599 | SD NEGERI 73 MATTOANGING = 40302626 | Mattoanging I Tellu Siattinge
600 | SD NEGERI 59 ULO 40302629 | Watangulo Tellu Siactir.ge
601 | SD NEGERI 58 ULO - | 40302630 | Mattirowalie | Tellu Siattinge
602 | SD NEGER! 57 LANCA 4‘ 40302631 | Lanca | Teltu S;atti‘ngc
603 | SD NEGERI 54 OTTING i 20302646 -' Salapanrenge T| m o
604 | SD NEGER! 55 OTTING 40302647 | Watang Otting Tellu Siattinge
605 | SD NEGERI 56 LANCA | 10302648 | Kessic | Vel Siattinge
606 | SD INPRES 10/73 TOKASENG i 40302735 Tokaseng | Teilu __S-ialtingr:
607 | SDINPRES 4/82 PONGKA | 40302885  Pongka _ | Tellu Siattinge
608 | SD INPRES 5/81 PADAIDI | 40302894 ICcu-pantga | Tetu Siattinge
609 | SD INPRES 6,75 WA | 40302911 | Desa Waji Tellu Siattinge
610 | SD INPRES 5/81 PATANGNGA 40302918 | Patangnga Tellu Siattinge
611 | SD INPRES 6/75 AJJALIRENG | 40302932 Ajjalireng | Tellu Siattinge
512 | SD INPRES 12/79 PALONGK! T 50302943 | Palongki Tellu Siattinge
613 | SD INPRES 12,79 IMERUNG ' 40302962 | hterung . T‘cllu u Siattinge
614 | SD INPRES 12/79 LEA | 40302969 | Cekko Tellu Siattinge
615 | SD INPRES 3/77 LAMURUKUNG | 30302979 JL. Pendidilan o _ Tell Siariir.gr-
616 | SD INPRES 3/77 LANCA 40302980 | Lanca | Telu Siattinge
617 | SD INPRES 12/79 TAJONG | 40302998 | Tajong Tellu Slattinge |
618 | SD INPRES 12/79 SIJELLING | 40303002  Makkita Tellu Siattinge |
619 | SD INPRES 12/79 ULO " 40303006 | Mate irowalie " Telu Siauinge
620 SD INPRES 4/82 LAMURUKUNG | 40310421 Lamurukung Teillu Siattinge |
621 | SD INPRES 4/82 SJELLING 40310422 | Calinrung Telh: Siattinge |
622 | SD INPRES 4/82 WAUI | 40310223 | Takku | Teiiu Siattinge
623 | SD INPRES 7/83 PATANGNGA | 40310436  Weddae Tellu Siatinge |
623 | SD INPRES 10/73 BULU-BULY | 40310397 | é‘ugg‘:ﬁf"“f’ Sinjau | Tonra
625 | SD INPRES 12,79 BICCOING | 40310400 | Desa Biccoing Tonra
626 ' SD INPRES 12/79 BONEPUTE | 40310401 | Bonepute , Tonra '
| 627 | SD INPRES 12/79 RAPPA | 20310410 | JL. Durian Tonra
628 | SD INPRES 5/81 BULU-BULU | 40310425 lamu -Bulu T Tenra
629 ' SD INPRES 6/75 LIBURENG | 40310432 JI Poros Rone-Sinjai Tonra
[ 630 " SD INPRES 6/80 BACU 740310434 Baca Tonra N
| 631 | SD NEGERI 246 BULU-BULU 40310656 | Hulu-Buly Tonra
632  SD NEQERI 247 PADATUO | 40310657  Bone Lampe Tonra |
633 | SD NEQERI 248 GARECCING 40310658 | 1. Poros Sinjai ' Tonra



